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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  

PASCA PERCERAIAN 
(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan  

Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk) 

 

Oleh : 

Muhammad Arif Wibowo 

NPM.2071020018 

 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar 

oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.Undang-Undang Perlindungan Anak, orang 

tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua 

untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang 

terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.Hukum 

mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh 

anak. 

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak, 

yaitu : Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam 

putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 

1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka 

(library research). Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan 

menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, 

jurnal,majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi 

perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu 

laporan ilmiah. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perlindungan Hukum terhadap 

anak belum mumayiz yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak 

ibunya, namun ayah juga memiliki hak yang sama apabila untuk kepentingan 

terbaik anak ibu dirasa tidak mampu untuk mengasuhnya, seperti dalam Putuasan 

Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang dalam hal ini pengasuhan kedua anak yang 

belum mumayiz jatuh kepada Ayahnya, sedangkan perlindungan hukum timbul 

disebabkan oleh adanya permohonan pencabutan kuasa asuh yang dilakukan oleh 

Penguggat (Ibu) yang tidak mendapatkan kuasa Asuh anaknya yang belum 

Mumayiz dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dalam Amar putusan 

tersebut Mejalis Hakim memandang bahwa Tergugat (Ayah) mampu menjalankan 

kepentingan-kepentingan anak dengan baik, serta Tergugat (Ayah) mampu 

memelihara, menjaga dan merawat anak-anaknya baik jasmani maupun rohaninya 

secara baik. 

 

Kata Kunci : Hak Asuh, Perlindungan Hukum 



 

 

ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN 

POST DIVORCE 

(Study of Decision number 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and 

Decision Number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk) 
 

 

By : 

Muhammad Arif Wibowo 

NPM.2071020018 
 

Legal protection is all efforts made consciously by everyone as well as 

government and private institutions aimed at securing, controlling and fulfilling 

life welfare in accordance with existing human rights. Child Protection Act, 

parents (father or mother) ) have equal and equal rights as parents to care for, care 

for and care for and protect children's rights, most importantly the ability of 

parents to care for and care for children. The law stipulates that both parents of 

children who are born have the opportunity to get custody child by submitting a 

request for child custody. 

This research wants to answer problems in child custody cases, namely: 

What is the legal protection for post-divorce children in decision number 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and decision number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. This 

research is library research. Library research (library research) is a study 

conducted in the library room to collect and analyze data sourced from the library, 

either in the form of books, journals, scientific magazines, documents, articles, the 

internet and other library materials that can be used as reference source for 

compiling a scientific report. 

The results of this study note that in legal protection for children who have 

not been mumayiz regulated in the Compilation of Islamic Law is the right of the 

mother, but the father also has the same rights if for the best interests of the child 

the mother is deemed unable to care for him, as in Decision Number 0434/Pdt.G 

/2017/PA.Tnk, in this case the care of the two children who have not yet been 

mumayiz falls to the father, while legal protection arises due to an application for 

revocation of custody made by the Plaintiff (Mother) who does not get custody of 

her child who has not yet been Mumayiz in decision Number 1141/Pdt.G 

/2021/PA.Tnk in the verdict, the Panel of Judges views that the Defendant 

(Father) is able to carry out the interests of the child properly, and the Defendant 

(Father) is able to look after, look after and care for his children both physically 

and spiritually well. 

 

Keywords : Custody Rights, Legal Protection 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PADOMAN TRANSLITERASI 

 

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 

sebagai berikut: 

1. Huruf Araf dan Latin 

Huruf Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 

 ţ ط  Tidak dilambangkan ا

 z ظ  B ب

 ´ ع  T ت

 g غ  Ś ث

 f ف  J ج

 q ق  H ح

 k ك  Kh خ

 l ل  D د

 m م  Ż ذ

 n ن  R ر

 w و  Z ز

 h ه  S س

 ` ء  Sy ش

 y ي  Ş ص

    D ض

 

2. Maddah atau Vokal Panjang 

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Huruf dan Tanda 

 Â - ا - ى

 Î - ي

 Û - و

 ai اي

 au -او
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MOTTO 

 

وۡفََٰ 
َ
زَاءَٓ ٱلۡۡ َٰهُ ٱلَۡۡ نَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ ثُمَّ يُُۡزَى

َ
نسََٰنِ إلََِّّ مَا سَعَََٰ وَأ ن لَّيۡسَ للِِۡۡ

َ
 وَأ

Artinya : dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, 

dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian 

akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna 

(Q.S. An-Najm : 39-41) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1

 Perkawinan merupakan suatu 

peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan 

berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah 

perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
 

Ikatan perkawinan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kasih sayang 

dan kekeluargaan. Namun untuk memadukan dua unsur manusia dengan 

karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga 

seringkali timbul percekcokan dalam kehidupan berumah tangga karena 

gagalnya memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh beberapa 

hal. 

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang harus diatur oleh 

pemerintah, dengan ini harus di bangun kesadaran hukum masyarkaat, agar 

                                                           
1

Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam 

lingkunganPeradilan Agama, Cet. 4; (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,2001),  123 
2
Munir Fuady .Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10 



2 

 

 

 

aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat di laksanakan dengan 

baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia 

yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas 

kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, namun pada setiap 

manusia mempunyai rasa keadilan.
3
 

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu 

perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu 

tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari’ah) sekaligus tujuan perkawinan 

adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai 

pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah inidapat dicapai melalui 

jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan 

diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. 

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab 

dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah 

pihak dalam perkawinan.
4
 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga 

menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

                                                           
3
Handa Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran 

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Cet. I, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020), 3 
4

P.N.H.Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Pustaka 

Djambatan, 2007), 53. 
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alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai 

suami istri.
5
 

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci 

oleh Allah, tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila 

perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian 

tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-

Undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri.
6
  Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan 

dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan 

yang telah hidup sebagai suami istri.
7
 

Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta 

benda saja, tetapi juga yang lebih penting yaitu terhadap pengasuhan anak. 

Dapat dikatakan yang paling merasakan akibat suatu perceraian yaitu anak. 

Tak satupun anak yang menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Namun 

demikian bila pilihan itu terjadi pada pasangan yang sudah mempunyai anak 

dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai maka anak harus menjadi 

pertimbangan utama untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian 

tersebut, terutama siapa yang akan mempunyai hak asuh terhadap anak-

anaknya. 

                                                           
5
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),  231 

6
Muhammad AbdulKadir, Hukum Perdata Indonesia, Cet. Ke-5, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2014), 118 
7
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 

2009), 189 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 

beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-

Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya;  

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;  

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isteri.  

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua 

memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung 

hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang 

pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang 

memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai 

tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan 

kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup 

pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas. 
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Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak 

wajib diberikan kepadanya. 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau 

berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak, yaitu (1) Undang-undang (UU) 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan; (2) Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam selanjutnya disebut KHI; dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua peraturan yaitu 

Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur ketentuan sengketa hak asuh 

anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang 

sengketa hak asuh anak tetapi menjelaskan terkait hak-hak anak. 

Ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua 

orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut 

berdasarkan ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang 

tua putus. Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 

41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 
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berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. 

Masa hadhanah tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya 

saja, jika memahami definisi hadanah maka dapat dipahami bahwa KHI 

memberi batasan umur di dalam hadanah. Batasan umur hadanah dalam 

perspektif KHI dapat dilihat di dalam pasal berikut ini: 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam hal 

terjadi perceraian: 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

atas pemeliharaannya. 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.
8
 

 

Sedangkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan 

sebagai berikut : 

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu.
9
 

 

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak 

atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun 

sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan 

                                                           
8
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 248 

9
Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 
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belum melangsungkan perkawinan.
10

 Karena anak yang memiliki kecacatan 

fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya 

dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan 

telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah 

dianggap cakap terhadap hukum.
11

 

Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung 

oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Peraturan tersebut merupakan 

peraturan yang bersifat dwingend recht (memaksa) sehingga peraturan 

tersebut tidak dapat disimpangi dan tidak dimungkinkan adanya ketentuan lain 

yang mengatur tentang permasalahan tersebut yang didasarkan atas 

kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi 

oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menjelaskan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

Akan tetapi, dalam prakteknya banyak terdapat sengketa mengenai pemberian 

hak hadhanah (hak asuh anak) kepada ayah yang menimbulkan terjadinya 

perbedaan pendapat oleh hakim dalam memutus permasalahan tersebut. 

Secara legalitas, hak asuh anak sudah di atur dalam Undang-undang, 

namun jika seorang ayah ataupun ibu tidak menjalankan kewajibannya dalam 

mengasuh, memelihara, membiayai dan lain sebagainya maka seorang anak 

tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-

undang yang ada. 

                                                           
10

Rahmad Hakim, Perkawinan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000),  225 
11

Ahmad Rafiq, Hukum Islam, 118 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:  

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi 

warga negara yang baik dan berguna.  

3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar.  

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam 

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 

disebutkan:  

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;  

b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya  

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.  

2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung 

jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) 

memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, 

memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting 

kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Bagi orang tua 

yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan 

sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah 

lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan 

pendidikan informal. 

Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara 

mengajukan permintaan hak asuh anak. Dalam hal pemeliharaan anak di 

dalam Kompilasi Hukum Islam secara mutlak jika anak yang belum berumur 

12 tahun atau disebut mumayyiz yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan 

anak adalah bunya. 

Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak pemeliharaan anak, menurut 

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk 

memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. 

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut 

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas 

permintaan orang tua yang lain. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi 

pasangan suami isteri yang beragama non muslim. 

Peneliti mengambil contoh pada putusan Pengadilan Nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama 
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Tanjungkarang, hak asuh anak diberikan kepada ayah, padahal di ketahui 

bahwa anak tersebut belum mumayyiz, apabila melihat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 105 hak asuh anak belum 

Mumayiz adalah Hak Ibunya.  

Setelah berjalannya waktu selama kurang lebih tiga tahun setelah di 

jatuhkannya putusan tersebut dalam hal ini ibu tetap ingin mendapat 

penguasaan terhadap kedua anaknya, dimana ibu melakukan upaya-upaya 

hukum dengan mengajukan gugatan pencabutan penguasaan/pengasuhan anak 

yang di berikan kepada Ayah, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Nomor 

1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk, namun dengan demikian, hakim tetap menolak 

gugatan (penggugat) dan tetap memberikan hak asuh kedua orang anak 

tersebut terhadap ayah (tergugat), hal tersebut di lakukan hakim dengan 

pertimbangan-pertimbangan hakim yang didapat dari fakta fakta dalam 

persidangan dalam upaya untuk menegakkan asas keadilan dan aspek 

perlindungan hukum terhadap anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Pasca Perceraian”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah 

jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian 

tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang relevan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam 

penelitian ini Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca 

Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan 

nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan 

adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga 

sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

peneliti uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan sebuah usaha akademis 

dalam rangka mengembangkan keilmuan dalam bidang studi Hukum 

Keluarga Islam. 
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b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

serta bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh 

anak. 

 

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian 

penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan 

demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau 

perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas 

bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau 

duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri 

Indrawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak 

Akibat Dari Perceraian Orangtua”.
12

 

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak korban dari perceraian orangtua ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadinya 

perceraian baik yang dilakukan oleh orangtua maupun oleh hukum positif 

Indonesia yang berlaku pada saat ini. Adapun metode penelitian dari 

penulisan ini adalah metode normatif yang di dapat dari hasil pendekatan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna 

                                                           
12

Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”, Jurnal Kertha Wicara, Volume 11, Nomor 06, Tahun 

2022 
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mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai upaya perlindungan 

hukum terhadap hak-hak anak pasca terjadinya perceraian. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekalipun telah diundangkan 

secara jelas tetapi implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca 

perceraian belum juga berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih 

banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat haknya secara penuh setelah 

terjadi perceraian antara kedua orangtua. Dan hal ini mengakibatkan 

timbulnya banyak permasalahan baru di kehidupan anak yang berdampak 

bagi tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun secara psikologis. 

Hasil yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 

bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap 

hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan 

represif guna memberikan penegasan kepada orangtua agar tidak 

melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. 

Kemudian apabila hak ini tidak terpenuhi seara baik dan sebagai mestinya, 

pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi 

dan melakukan pencabutan hak asuh oleh orangtua atas kelalaian mereka. 

Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orangtua masih 

tetap dan tidak berubah sehingga orangtua masih berkewajiban 

memenuhinya hingga anak beranjak dewasa. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak ditinjau 

dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan 
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penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan 

bagiamana penegakkan hukum terhadap anak ketika timbulnya suatu 

masalah hukum ketika terjadi permohonan pencabutan hak asuh yang 

belum peneliti temukan dalam penelitian tersebut.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Suci dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang 

Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”.
13

 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

landasan Undang-Undang yang menjadi acuan serta pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan 

Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah dalam menentukan dan 

menetapkan hak asuh, adapun implikasi masalah yang terjadi setelah 

dikeluarkannya putusan pengadilan maka pengadilan memberikan 

keseluruhan wewenang untuk melakukan proses hukum lanjutan. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi 

hakim untuk lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap 

anak korban perceraian 2) Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim 

untuk melihat hak anak yang wajib direalisasikan serta kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada perlindungan anak akibat perceraian. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang 
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Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak SebagaiKorban 

Perceraian Orang Tua(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010 
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akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hukum 

positif terhadap putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang 

akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum yang timbul 

apabila terdapat sengketa mengenai perebutan hak asuh.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaki Yamani dengan judul Tesis 

“Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis 

Putusan Pengadilan Agama DiJakarta”.
14

 

Hasil penelitian tersebut di ketahui bahwa peraturan yang 

melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa 

peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat peneliti, 

hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian. 

Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada 

analisis putusan pengadilan agama di Jakarta yang mana dalam putusan 

tersebut hanya mejelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif 

berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih menekankan 

menengenai perlindungan hukum terhadap anak apabila terdapat sengketa  

hak asuh.  

                                                           
14

Achmad Zaki Yamani, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”, Tesis Fakultas Hukum, (Depok : Universitas 

Indonesia, 2012). 
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4. Penelitian yang di lakukan oleh Haris Gus Dewanta dengan judul Tesis 

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah Agama 

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 

1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg).
15

 

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa terkait hal-hal yang dapat 

menghilangkan hak asuh anak jika dilihat dari Hukum Nasional yaitu:1). 

Ia berkelakuan buruk sekali, 2). Melalaikan kewajibannya untuk mengasuh 

memelihara dan mendidik anak, 3). Dijatuhi hukuman yang tidak dapat 

ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan 

seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, 

4). Tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, selain itu 

karena pemegang hadhanah meninggal dunia. Jadi pada dasarnya 

berpindahnya agama seorang ibu dari Islam ke Kristen tetap bisa 

mendapatkan atau memperoleh hak asuh anak pasca perceraian.Putusan 

Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg) dalam hal 

ini telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI yang 

termuat dalam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a yang mana 

seharusnya hak asuh anak yang masih dibawah umur dan belum 

mummayiz pasca perceraian diberikan kepada ibunya, tetapi hakim 

bertindak sebaliknya, dengan menjatuhkan dan memberikan hak asuh anak 

kepada ayah kandungnya. Pada dasarnya murtadnya seseorang jika 
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Haris Gus Dewanta, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah 

Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”, Tesis, 

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Ilmu 

Hukumfakultas Hukum, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018). 
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merujuk pada ketentuan Pasal 116 huruf h KHI hanya dapat dijadikan 

sebagai alasan untuk bercerai, dan murtadnya seseorang hanyadapat 

kehilangan hak untuk waris dan mewarisi terhadap orang yang beragama 

Islam, hal tersebut telah tercantum dalam ketentuan Pasal 171 huruf b dan 

huruf c KHI. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 

namun dalam penelitian tersebut hanya mejelaskan mengenai ibu yang 

murtad atau Ibu yang telah berpindah Agama yang mana akan kehilangan 

hak asuh terhadap anaknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan 

pada Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian yang timbul 

dikarenakan terdapat permohonan pencabutan kuasa asuh yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian tersebut. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua 

(Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten 

Mesuji).
16

 

Hasil penelitian tersebut banyak sekali anak-anak yang ada di Desa 

Budi Aji sudah kehilangan haknya, sebagai contoh di Desa Budi Aji 

Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji yang tingkat 
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Rita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian 

Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”, Tesis 

Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana, (Bandar Lampung : Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2022) 
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pendidikannya diperoleh anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) itu masih 

kurang diperhatikan oleh orang tua untuk hak pendidikan anak, juga belum 

semua anak yang memperoleh pendidikan layak. Bukan hanya dalam 

bidang pendidikan, tetapi hak anak juga sering diabaikan dalam dunia 

ketenagakerjaan yang ada di Desa Budi Aji. Dalam tanggung jawab orang 

tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi 

orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan 

dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan 

kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. 

Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah  anak yang 

sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang 

tua. 

Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian 

orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga 

dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan 

salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan 

bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Dalam Islam pemenuhan 

hak anak iyalah suatu kewajiban bagi orang tua dalam melaksanakan 

tanggung jawab terhadap anak terutama ayah. Sehingga dalam Hukum 

Islam adalah wajib. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada hak/perlindungan hukum pada anak pasca 
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perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih 

menekankan pada tinjauan hukum Islam dan perlindungan hukum menurut 

hukum positif saja namun tidak menjelaskan sudut pandang apabila 

terdapat perebutan hak asuh anak, berbeda dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rufia Wahyuning Pratiwi dengan judul 

Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran 

Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Blitar”.
17

 

Hasil penelitian ini memperoleh hasil pertama mengetahui 

penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak 

pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim 

yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusian demi tegaknya 

hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua, 

mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-

benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-

benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu fokus pada perlindungan hukum terhadap anak. Adapun 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
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Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, Tesis 
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yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada Pemenuhan Nafkah Anak 

Pasca Perceraian yang mana dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan 

bagaimana perlindungan apabila terdapat sengketa hak asuh didalamnya 

hanya menjebarkan mengenai perlindangan hukum tehadap anak menurut 

hukum positif. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhia Wardana dengan judul 

Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak 

Pasca perceraian”.
18

 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan 

sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan 

memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang 

berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-

hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan terakomodirnya hak-hak 

tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem 

pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi 

benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh 

perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan 

anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pasca perceraian. Selain itu, untuk 

menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem 
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pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum perlindungan hukum 

terhadap anak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih focus 

pada perlindungan anak secara hukum namun tidak menjelaskan mengenai 

perlindungan hukum apabila terdapat sengketa hak asuh berbeda dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu peneliti ingin 

mengetahui perlindungan terhadap anak pasca perceraian secara 

kepustakaan yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum dibahas 

secara mendetail baik untuk anak yang belum mumayiz maupun yang 

sudah mumayiz, selain itu peneliti juga ingin membahas bagaimana 

perlindungan hukum terhadap anak apabila timbul sengketa hak asuh yang 

peneliti lakukan ini agar timbul penelitian yang membahas secara 

mendetail tentang perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian 

kedua orang tuanya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Anak Pasca Perceraian” merupakan Penelitian Pustaka (library research). 

Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu penelitian yang 
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dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data 

yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, 

jurnal,majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan 

materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk 

menyusun suatu laporan ilmiah.
19

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian 

diperoleh. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu 

Putusan Pengadilan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Pasca Perceraian. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer 

sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan 

atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh 

ataupun diambil dari bahan kepustakaan.
20

 Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, 

buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

pokok masalah penelitian. 
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c. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan 

yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer 

dan sekunder di antarannya adalah kamus dan ensiklopedia.
21

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan secara sederhana teknik pengumpulan data yang peneliti 

lakukan adalah mencari sumber data primer, sumber data sekunder dan 

sumber data teresier yang telah tersebut, yang kemudian dipilih yang 

sesuai dengan topik kajian penelitianyang peneliti lakukan yaitu 

tentang Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. 

4. Teknik Analisis Hermeneutika dan Contentanalisys 

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.
22

 Analisa data juga 

diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.
23

 

Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu 

menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan 

metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam 
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memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai 

sebuah fenomena sosial budaya.
24

 

Dalam analisis peneliti juga menggunakan Contentanalisys atau 

analisisisi adalah bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mencari informasi semua bentuk komunikasi,seperti pada surat 

kabar,buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, atau 

kitabsuci.
15 

Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memper oleh 

keterangan-keterangan sumber-sumber yang berkaitan dengan perkawinan 

di bawah tangan. Contentanalisys bertujuan untuk menjelaskan, 

menerangkan menyingkapkan dengan kitab suci sehingga pesan yang 

terkandung didalamnya, baik berupa hukum, moral, spiritual, perintah 

maupun larangan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan 

tematik yang dibahas. 

Teknik analisis yang peneliti gunakan didasarkan pada upaya 

memperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif dari buku-buku 

referensi berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan sumber-sumber lainnya termasuk pada 

sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan hadist) berkaitan dengan penelitian. 

Selainitu, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi melalui 

literatur-liteatur mengenai permasalahan yang terkait, serta melakukan 

analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh peneliti untuk 
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menjelaskan pokok permasalahan serta memahami permasalahan 

tersebut,sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 

Data hasil penelusuran dari berbagai literatur yang dikumpulkan 

oleh peneliti akan digunakan setelah dilakukan analisis data. Analisis 

dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat 

penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan 

akhirnya penelitian. 



 

 
 

BAB II 

HAK ASUH ANAK 

 

A. Pengertian Hak Asuh Anak 

Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, 

baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari 

sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani,rohani,dan akalnya agar mampu 

berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
25

 Selain itu 

Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Hadhanah. 

Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak 

hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.
26

 

Hadhanah (hak asuh anak)merupakan salah satu bentuk dari Kekuasaan, 

dengan demikian Hadahanah membutuhkan sikap yang lemah lembut, penuh 

kasih sayang dan sikap sabar dalam mendidik anak,  karena setiap orang tua 

baik Ibu maupun Ayahnya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. 

Para Ulama Fikih mendefinisikan hadhanah (hak asuh anak) yaitu 

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun 

perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan 

sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang 

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar 

mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.  
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf G mengatakan 

bahwa Hadhanah itu adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik 

anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
27

 Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang 

tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri. Kewajiban dalam Memelihara Anak berlaku terus meskipun 

perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. 

Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai 

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua 

memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan 

rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan 

pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini 

sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan 

bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal 

mungkin dengan sebaik-baiknya.
28
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Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya samping atau 

merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan 

anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan 

memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya 

sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila. 

Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur 

membersihkan, memandikan, mencucipakaian, dan sejenisnya. 

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. 

Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya 

karena kaum hawa bias lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam 

mendidik. Jika si anak sudah mencapaiusia tertentu maka hak 

pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga 

dan mendidik si anak daripada kaum wanita. 

Hukum hadhanah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan 

terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib 

sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadhanah 

membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga 

seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana 

makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya. 

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tanggung jawab orang tua 

terhadap Hak Asuh Anak terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 54 mengenai 
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kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum 

mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang 

tua si anak putus karena perceaian atau kematian Kekuasaan orang tua juga 

meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan 

di luar Pengadilan.
29

 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 

disebutkan bahwa hak asuh anak meliputi : Mengasuh, memelihara, mendidik, 

dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia 

anak-anak.
30

 

Secara syariat Islam, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang 

yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan 

menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.
31

 Dalam 

istilah fiqh, hask asuh anak menggunakan dua kata namun ditujukan untuk 

maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan 

hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau 

“pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih 

kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih 
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karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan 

anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.
32

 

Adapun yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda 

pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadhanah 

adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak 

menggugurkan haknya meski tanpa pengganti, jika hadhanah itu menjadi hak 

hadhin, tentunya hadhanah tidak akan gugur dengan penggugurannya. 

Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyyah dalam pendapat yang 

masyhur.
33

 Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang 

dipelihara. jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu. 

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli di bidangnya, hadhanah itu 

berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang 

memelihara, hak orang yang dipelihara,dan hak ayah atau orang yang 

bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib 

dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang 

yang dipelihara. Dari perkara ini muncul tiga hukum berikut: 

1. Orang yang berhak memelihara harus dipaksa untuk memelihara jika 

memang hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak ada orang lain. 

2. Orang yang berhak memelihara tidak dipaksa untuk memelihara jika 

memang hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika ada orang lain yang 

berhak selain dia. Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan karena ada orang 

lain yang menjaganya. 
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3. Jika seorang istri meminta khulu' dari suaminya dengan syarat anaknya 

tinggal dipelihara suami maka khulu'nya sah menurut Hanafiyyah. Namun, 

syaratnya batal karena pemeliharaan anak itu haknya sianak untuk selalu 

bersama ibunya selama ia masih membutuhkan. 

4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil anaknya dari orang yang berhak 

mengurus hadhanah si anak untuk kemudian diberikan kepada orang lain, 

kecuali jika diperbolehkan oleh syara'. 

5. Jika wanita yang menyusuinya itu bukan orang yang berhak memelihara 

anak maka ketika menyusui anah wanita itu harus berada di dekat orang 

yang berhak memelihara anak tersebut sehingga haknya memelihara tidak 

terabaikan.
34

 

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan 

merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini 

menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.
35

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa hak asuh 

anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, 

melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa 

ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. 
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B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak 

Dasar hukum melakukan ḥaḍhanah adalah wajib, karena pada 

prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, 

baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang 

menjerumuskan mereka ke dalam neraka.
36

 

Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT 

dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

 ُ َۚ وَعََلَ ٱلمَۡوۡل ن يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
ِۖ لمَِنۡ أ وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَِۡۡ كََملِيَِۡۡ

َ
َٰلدََِٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ ودِ لََُۥ ۞وَٱلۡوَ

ُۢ بوَِلَِِهَا وَ  ةُ َۚ لََّ تضَُآرَّ وََٰلَِِ لََّ مَوۡلوُدٞ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لََّ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلََِّّ وسُۡعَهَا
ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فلَََ جُنَ  رَادَا فصَِالَّا عَن ترََاضٖ م 

َ
َٰلكََِۗ فإَنِۡ أ َِۦۚ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَ ُۥ بوَِلَِِه

احَ لََّ
 ٓ ا وۡلََٰدَكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ

َ
ْ أ ن تسَۡتََضِۡعُوٓا

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
َۗ وَإِنۡ أ ءَاتيَتۡمُ  عَليَۡهِمَا

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ   نَّ ٱللََّّ
َ
َ وَٱعۡلَمُوآْ أ قُواْ ٱللََّّ  بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ وَٱتَّ

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma’ruf. Seorang tida dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderitakan 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawatan, maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah 

SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 

233). 

 

Seorang yang melakukan tugas hak asuh anak sangat berperan dalam 

hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak asuh anak dapat perhatian khusus 

dalam ajaran Islam. Dapat diketahui bahwa hak asuh anak menurut Bahasa 
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seperti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong 

atau meletakkan sesuatu dalam pangukan.
37

 

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian 

orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat 

(2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang 

yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana 

mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah 

dicantumkan dalam pasal 10 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak 

ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan 

anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.
38

 

Dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih 

berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga 

mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi 

pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang 

anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa 

pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat 

kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang 

dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. dan pelimpahan tanggung jawab 

                                                           
37

Effendi satria M. Zein, Problematika Hukum Keluarga IslamKontemporer, 

(Jakarta:Kencana, 2004),166 
38

Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, Jurnal 

Cendekia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja 

Payakumbuh, 293 file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/231-1091-1-PB.pdf 

file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/231-1091-1-PB.pdf


34 

 

 

 

biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak 

asuh anak ada pada ibunya.
39

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang 

tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia 

ini anak dianggap telah akil baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka 

anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan 

ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan 

pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini 

bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim 

dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta 

dalam persidangan.
40

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa hak asuh 

terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua 

apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam 

mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka 

dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 

18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut 

kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk 

mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya. 
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C. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak 

Hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib, 

sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila 

terjadinya sebuah perceraian antara keduanya sehingga harus ditentukan hak 

hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak.
41

 

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dan hukumnya, yaitu : 

1. Hadhin (orang yang mengasuh) 

2. Mahdhun (anak yang diasuh) 

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan 

sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah 

secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan 

itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka 

ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.
42

 

Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya 

maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu : 

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan 

menyelenggarakan hadhanah.  

2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap 

anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada 

tuannya.  

3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang 

ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak 

mengizinkan terhadap orang kafir. 
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4. Amanah. 

5. Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.  

6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi 

maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.  

7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh 

orang lain untuk mengurusi dirinya.  

8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka 

membahayakan jiwanya.
43

 

 

Hadhanah atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang 

masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak 

mendapatkan pengasuhandan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar 

tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan 

diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat 

dalam mengasuh anak yaitu harus berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 

amanah, belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya, bermukim 

bersama anaknya, dewasa, dan mampu mendidik anak yang diasuhnya. 

Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang 

tersebut tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak 

disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat pengasuhan anak khususnya 

hadhanah yang apabila seorang ibu sudah menikah lagi maka hak asuh anak 

atau hak pemeliharaan anak tetap dalam asuhan ibunya jika anak tersebut 

masih dibawah umur, lain halnya dalam kitab-kitab fiqih kebalikan dari 

peraturan yang ada di kompilasi hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut bias 
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dikesampingkan karena hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan terutama 

kemaslahatan anak dalam pengasuhan orang tuanya, selama hukum itu 

terdapat kemaslahatan maka disitulah hukum itu boleh diterapkan.
44

 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun 

atau telah melangsungkan pernikahan.
45

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang perkawinan, juga di sebutkan bahwa kekuasan orang tua 

itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap 

anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi 

meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi 

pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.
46

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat 

hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orangtuanya apabila anak 

belum mampu berdiri sendiri ataupun belum menikah. Selain itu hak asuh 

anak dapat diberikan kepada orangtuanya apabila orangtua tersebut dapat 

menjalankan amanahnya dengan baik serta tidak melalikan kewajibannya 

terhadap anaknya. 
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D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak 

Hadanah dapat berarti sebagai pengasuhan anak atas mereka yang 

berhak mengasuh, hal yang perlu diperhatikan bahwa pemilihan pihak-pihak 

yang berhak mengasuh sangatlah penting karena pola asuh anak dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena anak tidak dapat hidup sendiri 

sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya seperti makan, 

pakaian, merawat diri dan lain sebagainya. Karena itu, orang yang 

mengasuhnya harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai 

keinginan agar anak itu tumbuh menjadi baik. 

Umar bin Syu’aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa : Seorang 

perempuan datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata : “Ya Rasulullah, 

anak ini telah ku kandung di rahimku telah kususui dengan air susuku, telah 

bernafas dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak 

ini dariku”.
47

 Kemudian Rasulullah SAW bersabda : 

ْ:ْْعَنْ  رَأَةًْقاَلَت  هُمَاْ:ْأَنَّْاِم  رِوٍْرَضِيَْاللَّهُْعَن   كَْانَْ“عَب دِاللَّهِْب نِْعَم  ْهَذَا ياَرَسُولَْاللَّهِْإِنَّْاِب نِي 
يِي ْيَ ن تَزعَِهُْمِنِّيْْبَط نِيْلَهُْوِعَاءً,ْوَثدَ  ْأَباَهُْطلََّقَنِي,ْوَأَراَدَْأَن  رِيْلَهُْحِوَاءً,ْوَإِنَّ لَهُْسِقَاءً,ْوَحِج 

ْتَ ن كِحِي ْمَالَم  ْبهِِ, ْأَحَقُّ ْأَن تِ ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَّهِ ْصَلَّى ْاللَّهِ لُ ْرَسُو  ْلَهَا مَدُ,ْ”فَ قَالَ ْأَح  ْ)رَوَاهُ .
 الَ حَاكِمُ(.وَأَبوُْدَاوُدَ,ْوَصَحَّحَهُْ

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang 

mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku 

yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin 

merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama 

engkau belum nikah”.(HR Abu Dawud no. 1938). 
48
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Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk 

mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya, wanita dalam hadits 

ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan 

keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, bahkan Rasulullah SAW 

menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya. Hal ini 

mengingatkan bahwa alasan dan tujuan tujuan utama di pertimbangan dalam 

menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia. 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut diatas dapat di 

simpulkan bahwa sebaik-baiknya hak asuh anak yaitu diberikan kepada 

ibunya. Karena wanita lebih memiliki sifat yang lembah lembut dan penuh 

kasih sayang terhadap anak-anaknya. 

Kemudian Jika anak sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang 

benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya 

mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.
49

 

Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairoh 

bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mengenai pendapat Anak yang ingin 

diasuh Ibu atau Ayahnya yaitu sebagai berikut:  

ي يرُييدُ أنَْ ) :وَعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ ايمْرأَةًَ قاَلَتْ  ياَ رَسُولَ الَلَّهي! إينَّ زَوْجي
ُّ  ,يَذْهَبَ بيابْني  نْ بيئْري أَبِي عينَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَ قَالَ الَنَّبِي , وَسَقَانِي مي وَقَدْ نَ فَعَني

ئْتَ  !ياَ غُلََمُ صلى الله عليه وسلم  كَ, فَخُذْ بييَدي أيَ ُّهُمَا شي هي أمُُّ هَذَا أبَوُكَ وَهَذي
هي, فاَنْطلََقَتْ بيهي( يُّ   فَأَخَذَ بييَدي أمُِّ ذي رْمي حَهُ الَت ِّ  رَوَاهُ أَحَْْدُ, وَالَْْرْبَ عَةُ, وَصَحَّ

Artinya : Dari Abu Hurairoh r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi 

SAW lalu datang seorang wanita dan berkata”: Ya Rasullulah! 

Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan 
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sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur 

Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka 

datanglah suaminya dan berkata,”siapa yang berani 

menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata,”ini 

bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara 

keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan 

ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya”(HR. 

Abu Dawud no. 1939).
50

 

 

Berdasarkan Hadis diatas dapat dipahami, ketika anak telah mampu 

memilih yang baik dan yang buruk bagi mereka atas hak asuh diri mereka 

sendiri, maka mereka diberikan hak untuk berpendapat dengan siapa anak 

tersebut ingin mendapatkan kuasa asuh untuk mereka. 

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai 

dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan anak.
51

 

Urutan-urutan pihak yang paling berhak atas hak asuh ialah Ibu 

kandungnya sendiri, setelah itu dapat berpindah ke nenek dari pihak ibu, 

nenek dari pihak ayah, setelah itu saudari seayah dan seibu, saudari seibu, 

saudari seayah, kemudian Anak perempuan dari saudari kandung (keponakan), 

anak perempuan dari saudari seibu, bibi kandung dari pihak ibu, bibi dari 

pihak ibu yang seibu, bibi dari pihak ayah, setelah itu anak perempuan dar 

isaudara sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, anak perempuan dari 
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saudari seayah, anak perempuan dari saudara seayah, selanjutnya bibi 

kandung dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang seibu, bibi dari pihak ayah 

yang seayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibi ayah dari pihak ayah, bibi ibu dari 

pihak ayah, dan yang terakhir bibi ayah dari pihak ayah.
52

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak 

yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila 

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 

2. Ayah; 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
53

 

 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, 

maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau masih dibawah umur 12 

tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya.
54

 

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 

muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan 

anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau 

berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing 

dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada : 

1. Ayah anak tersebut  

2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas  
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3. Saudara laki-laki sekandung 

4. Saudara laki-laki se ayah  

5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung  

6. Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah  

7. Paman yang sekandung dengan ayah  

8. Paman yang seayah dengan ayah  

9. Pamannya ayah yang sekandung  

10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.
55

 

 

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau 

ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih 

kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu : 

1. Ayahnya ibu (kakek)  

2. Saudara laki-laki se ibu  

3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu  

4. Paman yang seibu dengan ayah  

5. Paman yang sekandung dengan ibu  

6. Paman yang seayah dengan ibu
56

 

 

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, 

maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan patut 

untuk mengasuh dan mendidiknya. 

Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

diatas dapat di simpulkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan hak asuh 

anak yaitu orang yang masih dalam satu garis dengan keluarganya. 

Selanjutnya, yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu sesorang yang 

mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan 

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

kemampuan bakat dan minatnya. 
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Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti 

makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan 

bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa 

kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) 

dikemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula 

untuk melakukan tugas itu. Dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut 

adalah wanita. Oleh karna itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang 

yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Hak ibu terhadap anak lebih kuat 

dari pada hak ayah. Menurut Imam Syafi’i, masa hadhanah anak, baik laki-

laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan 

tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, 

maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk 

ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.
57

 

Ahli fiqih memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada 

kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagi berikut : 

Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan 

(umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah 

hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada 

suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah,kemudian saudara perempuannya 

sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan 
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seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan 

perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan 

perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, 

anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara 

laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari 

ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari 

ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung 

dari masing-masing keluarga iu dan ayah.
58

 

Dalam hak asuh anak, ulama’ fiqih mendahulukan atau memberikan 

urutan pengasuh anak kepada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Ulama’ 

memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan 

kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih sesuai 

sebagai pengasuh anak karena kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran 

mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibanding kaum pria.  

Dengan berdasarkan bahwa hak hadanah diutamakan pada ibu. Para 

ulama’ berbeda pendapat mengenai urutan pemegang hadanah adalah sebagai 

berikut: 

1. Ibu ibunya dan seterusnya keatas karena mereka menduduki 

kedudukan ibu.  

2. Ayah ibunya ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki 

tempat ayah.  

3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.  

4. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.  

5. Saudara-saudara perempuan ibu.  

6. Saudara-saudara perempuan ayah.
59

 

                                                           
58

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo, 

2007), 72 
59

Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 

332  



45 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

menurut para ahli fiqih pihak yang berwenang dalam mengasuh anak yaitu 

yang paling pertama dan utama diberikan kepada ibu, apabila ibu tidak bisa 

mengasuh ataupun tidak memenuhi syarat dalam hak asuh anak, maka hak 

asuh anak diberikan pada garis lurus keturunan dengan ibunya. 

apabila seorang bapak tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang 

anak, di saat ibunya itu menikah lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka 

yang pantas memelihara anak tersebut adalah bibinya (saudara perempuan 

ibunya), bibinya yang akan mengambil tempat sang ibu, diriwayatkan dari Al-

Barra’ Ibnu Azb bahwa Rasullulah SAW bersabda: 

ْصلىْاللهْعليهْوسلمْقَضَىْفِيْاِب  نَةِْ ْالَنَّبِيَّ هُمَا;ْ)ْأَنَّ ْعَن   ْب نِْعَازِبِْرَضِيَْالَلَّهُ ْالَ بَ رَاءِ ْوَعَن 
زَةَْلِخَالتَِهَا, رَجَهُْالَ بُخَارِيُّْ:وَقاَلَْحَم  مُِّْ(ْأَخ   الَ خَالَةُْبِمَن زلَِةِْاَلْ 

Artinya : Dari al-Barra‘ Ibnu ‘Azb bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam 

telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara 

perempuan ibunya. Beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu 

(bibi) kedudukannya sama dengan ibu”. (HR. Abu Dawud 

no.1940).
60

 
 

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa apabila kedua 

orangtua tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya, maka hak asuh anak 

dapat di berikan/alihkan kepada keluarga yang masih ada garis lurus dengan 

ibu sang anak tersebut. 

E. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian 

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya walaupun telah 

bercerai Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menegaskan bahwa siapapun 

yang berhak atas hadhanah harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan 
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rohani anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut tidak dapat 

menjamin keselamatan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 poin c, 

maka atas permintaan kaum kerabat, Pengadilan dapat memindahkan hak atas 

hadhanah tersebut kepada yang lain yang memiliki hak yang sama. 

Hadhanah berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya 

masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu 

untukmenikah. Dalam literatur fiqih disebutkan hadhanah sesudah mumayyiz 

adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang 

anak secara sederhana telah mampu membedakan masayang berbahaya dan 

mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anaksudah dianggap 

mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorangyang berhak 

mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya. 

Sedangkan dalam pasal 105 huruf (b) di jelaskan bahwa seorang anak 

yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu 

kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka 

yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada 

orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim 

Pengadilan Agama.
61

 

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila 

terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dankedua orangtuanya 

(Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajibanuntuk memelihara dan 
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mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi 

kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya. 

Sebenarnya KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, di 

mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat 

meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan 

melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban 

orang tua terhadap anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah 

berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa subtansi dan semangat KHI 

tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua 

terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua Undang-Undang 

adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasan orang 

tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan 

perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan Undang-Undang perkawinan. 

Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang ini ternyata juga 

sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada 

anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca 

perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. 

Konsekuensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak 

menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan 
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wali.
62

 Hadhanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah 

pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak 

seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua 

terhadap anak. 

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari 

orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan 

imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin 

atau dapat berdiri sendiri.
63

 

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu 

merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai 

anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang 

disebut dewasa.
64

 Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “belum dewasa” 

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah 

kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun 
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maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka 

yang belum dewasa dan tidak berada dalamkekuasaan orang tua berada di 

bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab 

tersebut.
65

 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 

246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-

masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri 

siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. 

Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak 

dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara 

pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian. 

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal 

mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung 

dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Ibu kandungnya, 

dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap 

anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa 

tanggung jawab orangtua terhadap anak tetap wajib di laksanakan meskipun 
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sudah bercerai. Maka dengan demikian, kedua orangtua wajib merawat, 

memelihara, memberikan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya. 

 

F. Akibat Bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak  

Pengasuhan anak merupakan penting dalam penentuan tumbuh 

kembang anak yang akan berdampak untuk masa depannya, jika orang tua 

dalam melaksanakan pengasuhannya tidak cakap atau tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka 

kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Orang 

tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak 

becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin 

melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi 

hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan 

berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. 

Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak 

senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharunya memberikan 

contoh yang baik.
66

 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau 

wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan 

atau berkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan 

Pengadilan. Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik maka perlu juga diperhatikan orang yang menjadi wali atau 
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orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak 

tersebut dengan baik. 

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang 

menyebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah 

telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula” dan diatur pula dalam Pasal 31 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai 

derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 

mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua 

atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk 

itu”.
67

 

Adapun dasar hukum tentang pencabutan hak asuh anak juga diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1) disebutkan bahwa salah 

seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, 

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah 
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dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam 

hal-hal: 
68

 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 

atasdan saudara kandung yangtelah dewasa atau pejabatyang 

berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

(a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

(b) Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih 

berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 

 

Dengan Adanya perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1), “Berdasarkan yurisprudensi mengenai 

perwalian anak, pedomannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, 

khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang 

menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar 

untuk memelihara anaknya”. 

Dalam Hukum Pidana kelalaian terhadap hak asuh anak terdapat dalam 

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: 

Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan 

mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau 

mengurus anak sebagai mana mestinya. 
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Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
69

 

Di Indonesia Undang-Undang Perlidungan Anak telah mengatur 

mengenai perlindungan anak. Perlidungan hukum merupakan hak setiap 

orang yang diberikan oleh negara dan Undang-Undang sejak ia masih 

didalam kandungan demi terwujudnya keadilan didalam suatu kehidupan 

bermasyarakat. 

Perlindungan anak dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 

46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat pula 

beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan 

perlidungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, 

Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Mengenai Tindak pidana 

terhadap Penelantaran anak, dimana penelantaran anak merupakan suatu 

tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu menyediakan 
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kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional, 

pendidikan atau medis.
70

 

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh 

kedua orang tuanya berdasarkan hokum pidana di Indonesia telah diatur 

secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 yang 

mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas, dan terisolasi, anak terekspoitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korbanpenculikan 

penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran. 

Perlindungan hukum bagi anak juga telah diatur di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan 

anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukan bahwa 

adanya perhatian pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya. 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang 

menjadi korban penelantaran kedua orang tua atausalahsatunya adalah 

sebagai berikut : 

1. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya,maka anak tersebut 

berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya; 
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2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak 

tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluargaa terdekatnya; 

3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak 

tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial, di dinas dosial 

anak dirawat dan dipelihara sebagai pertanggung jawaban pemerintah. 

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah 

satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan 

apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, 

mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan 

kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orangtua tersebut 

seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan 

atapun karena permasalah ekonomi keluarga. 

Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat 

dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupaka strafbaar feit 

atau delic dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia, 

dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa 

saja yang melanggarnya.
71

 

Adapun klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadappenelantaran anak 

sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 9 

menyatakan; 
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1. Setiap orang dilarang menelatarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padalah menurut hukumyang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau 

diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. 

Bentuk-bentuk penelataran anak dapat dikategorikan dalam beberapa 

bentuk, yaitu sebagaiberikut:
72

 

1. Penelantaran Fisik 

2. Penelantaran Pendidikan 

3. Penelantaran secara emosi 

4. Penelantaran medis  

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan 

delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas 

unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan 

akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara 

umum dapat terbagi atas: 

1. Adanya sebab dan akibat 

2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan 

3. Unsur melawan hukum yang objektif 
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4. Unsur melawan hukum yang subjektif 

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan 

bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib 

dipertanggung jawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya dalam 

hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai 

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Pertanggungjawab orang tua yang dengan sengaja menelantarkan 

anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan 

kelalaian maka secara hukum nasional yang belaku di Indonesia secara 

hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan 

aturan yang berlaku yaitu Pasal 304 sampai dengan 308 KUHP tentang 

Penelataran Anak. 

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja menemptakan atau membiarkan 

seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

 

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orangtua yang 

dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib 

memenuhi hak-hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan 

dijamin oleh hokum dan berlaku bagi wali anak asuhnya. 

Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa: 

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun 

untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk 
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melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun enam bulan”. 

 

Pasal 306 KHUP menyatakan; 

(1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan305 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. 

(2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 

Sembilan tahun 

 

Hal yang dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai luka berat atau 

luka parah adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi 

dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak 

cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu 

panca indera, cacat badan, lumpuh (verlamming), berubah pikiran lebih dari 

empat minggu dan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan 

ibu. 

Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa : 

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak 

atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 

dan 306 dapat ditambah sepertika”. 

 

Dalam KUHP pada Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja 

yang dengan sengaja menyembabkan atau membiarkan orang dalam 

kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 yakni menghukum bapak atau ibu 

kandung yang sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam 

kesengsaraan. 

Pasal 308 KUHP menyatakan bahwa : 

“jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran 

anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anakanya 

untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk 
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melepaskan diridari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam 

Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”. 

 

Apabila seorang ibu, baik dalam sebuah perkawinan atautidak dan 

dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa 

lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan 

anaknya, maka ibu tersebut patut dihukum. Pertanggung jawaban pidana 

orang tuaatau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 

308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam 

menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai 

dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perilndungan pada 

anak maka dari itu hak haknya belum dilindungi. 



 
 

 
 

BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup,tumbuh,berkembang,dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
73

 Perlindungan anak berarti 

melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya 

menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
74

 

Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya erat kaitannya 

dengan kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan itu putus karena 

perceraian. Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita memiliki 

konsekuensi bagi anak-anak mereka, baik secara moral maupun materi. 

Secara moral, anak menderita akibat orang tuanya tidak bersama dalam satu 

rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan 

kepada anak tidak seperti saat masih bersama. Secara materil disediakan, 

yaitu hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya.
75
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa 

perlindungan anak adalah suatu perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak 

yang dimiliki oleh anak yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 

karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum 

tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena 

melanggar hak-hak subjek hukum lain.
76

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
77

 Perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat-nya 

sebagai manusia.
78

 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara 

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 
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mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
79

 

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi 

yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi 

setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya 

bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua 

produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu 

menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap 

warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.
80

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa perlindungan 

hukum merupakan sebuah upaya perlindungan yang dilakukan oleh 

pemerintah atau pejabat dengan sejumlah peraturan yang sesuai dengan 

Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku. 

 

B. Dasar Perlindungan Hukum 

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh 

orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan 

langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan 

individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi 
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sosialnya. Sehingga anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala 

bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum dapat untuk 

melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.
81

 

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
82

 

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak bertujuan 

memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya 

didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas 

perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. 

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa 

semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga 

pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama”.
83

 

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa 

saja (individu atau kelompok,organisasi swasta ataupun pemerintah) baik 
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secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah 

mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan 

yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau 

pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak 

tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan 

kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, 

mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar 

tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun social.
84

 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Hukum terhadap Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 TentangKesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: 

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yangdapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.
85

 

 

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002. Menurut Pasal 1 

Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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di sebutkan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
86

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anakdalam pasal 1 ayat (3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat 

yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 

atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga”, kemudian Pasal 3 

“perlindungan anak betujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan deskriminasi demi terwujudnya anak Indonesua yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.
87

 

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab 

atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. 

deskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. 
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kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; c.ketidak adilan; dan f. perlakuan 

salah lainnya”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dasar 

perlindungan hukum terhadap anak yaitu terdapat pada undang-undang 

tentang perlindungna anak. Dasar perlindungan terhadap anak tersebut 

terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002. Perlindungan 

hukum terhadap anak merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

 

C. Aspek-aspek Perlindungan Hukum bagi Anak 

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia 

berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban 

untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan 

kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga 

diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan 

tingkat makro sampai mikro. 

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, 

yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi 

selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan 
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perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan 

oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak 

perlu dilakukan secara khusus. 

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang 

sangat luas, mencakup kepentingan pisik maupun psikis yang untuk 

perlindungan hukum nyapun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang 

hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk 

mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung 

dari hal-hal yang merusak pisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak pisik 

dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia 

dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujudkan.
88

 

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara tehadap anak 

adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai 

spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan 

internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat 

meliputi berbagai aspek, yaitu: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak 

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan 

3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, 

pendidikan dan lingkungan sosial) 

4. Perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan 

kemerdekaan 

5. Perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan 

anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-
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obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan 

sebagainya)  

6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan 

7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik 

bersenjata 

8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
89

 

 

Selain yang disebutkan diatas, lingkup perlindungan hukum bagi anak-

anak mencakup beberapa aspek, diantaranya : 

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;  

2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;  

3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan 

dengan kesejahteraan 

Aspek perlindungan hukum pada anak ini mengandung aspek-aspek 

penting sebagai berikut: pertama; terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; 

kedua; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; ketiga; perlindungan 

anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan keempat; terwujudnya anak yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
90

 

Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak 

anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum 

(yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Aspek Hukum Perlindungan Anak 

merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, 

bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, 
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Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum 

Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.
91

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa aspek 

perlindungan yang diberikan tehadap anak adalah perlindungan hukum. 

Dimana anak diberikan hak, kebebasan dan aspek kehidupan yang wajib untuk 

dilindungi. 

 

D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak 

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum 

perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam 

menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:
92

 

1. Prinsip Non-diskriminasi 

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan 

terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak 

tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat 

(1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak 

yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di 

wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, 

tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul 

kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, 

kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri ataau dari 

orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan 

mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak 

dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan 

pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan 

dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”. 
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Artinya, seringkali anak menjadi korban diskriminasi karena 

usia dan hal lain yang melekat pada dirinya. Anak dianggap tidak 

tahu, tidak penting untuk dilibatkan, belum mengerti, belum mampu 

berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aktivitas di lingkungan 

dimana ia berproses dalam tumbuh kembang. Diskriminasi yang 

terjadi akan lebih kompleks ketika bersinggungan dengan identitas 

seperti warna kulit, bentuk tubuh, agama, golongan dan ekonomi. 

Di ranah keluarga, diskriminasi erat kaitannya dengan prinsip 

keempat yakni penghargaan terhadap pendapat anak. Pendapat anak 

sering kali dianggap tidak penting, hanya karena anak sering 

menyampaikannya dalam bentuk protes yang beragam, mulai dari 

marah, menangis, mogok makan, merusak barang-barang yang ada 

di sekitarnya. Berbagai bentuk protes ini jamak dimaknai atau 

bahkan dilabeli sebagai kenakalan. Duduk perkara soal ini sering 

kali ada pada hambatan komunikasi. Orang tua atau orang dewasa 

di sekitarnya tidak memahami cara anak berkomunikasi. Orang tua 

mudah untuk cenderung sok tahu dan tidak sabar dalam menyikapi 

pendapat anak, karena berpaku pada pemikiran bahwa mereka 

memiliki banyak bekal pengalaman dan telah mengalami berbagai 

proses lebih awal daripada anak-anak. 

Dari refleksi atas pengalaman menjadi seorang anak, 

diskriminasi di masa anak-anak mulai dari yang sederhana hingga 

yang kompleks menjadi pengalaman tidak menyenangkan dan 
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menempel pada ingatan sampai dewasa atau bahkan seumur hidup. 

Tidak menutup kemungkinan, orang dewasa mewariskan 

pengalaman tidak menyenangkan itu kepada anaknya sendiri atau 

anak lain di lingkungannya. Dengan demikian, kesadaran untuk 

memutus mata rantai kekerasan perlu segera dimulai dari diri 

masing-masing. 

Diskriminasi yang dialami oleh anak tak hanya berasal dari 

orangtua, orang dewasa di sekitarnya, guru di sekolah, atau sesama 

anak lainnya, melainkan juga bisa berasal dari negara. 

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The 

Child) 

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam 

semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-

lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga 

peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka 

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

utama”. 

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara 

perlindungan anak bahwapertimbangan-pertimbangan dalam 

pengam-bilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan 

dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan 

orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum 

tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi 

maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi 

yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak. 

 

Hal tersebut maksudnya, orangtua memiliki ekspektasi pada 

anak bahkan sejak anak dalam kandungan. Sejak lahir pun, anak 

sudah menerima beban tersebut. Ketika menengok anak seorang 

pengusaha properti, penulis mendengar ada orang yang mengatakan, 

“Wah anaknya cakep, besok jadi kayak bapakmu ya nak, jadi 
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pengusaha properti yang sukses,” tanpa tahu menahu soal minat 

dan bakat si anak. 

Beban ekspektasi membuat tidak sedikit anak terpaksa 

menempuh pendidikan pada bidang-bidang yang tidak diminati 

karena mengikuti tuntutan orangtua. Kepentingan anak terbunuh 

oleh ekspektasi yang tidak realistis. Padahal, kepentingan anak 

seharusnya berpijak pada kemampuan, minat dan bakat sehingga 

anak dapat menjalani prosesnya dengan senang hati. Bagi anak 

penyandang disabilitas, beban ekspektasi membuat beberapa dari 

mereka terpaksa bersekolah di sekolah umum atas kemauan 

orangtua. Penulis tidak bermaksud mengharuskan anak disabilitas 

wajib menjalani pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), hanya 

saja orang tua perlu melihat kembali kebutuhan khusus anak 

sebelum menentukan sekolah yang paling tepat sehingga anak dapat 

berkembang dengan baik dan efektif. 

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The 

Right to Life, Survival and Development) 

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-

negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang 

melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan 

menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa 

negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan 

hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam 

dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk 

menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediiakan 

lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang 

memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-

kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan 

dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak. 
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Artinya, hidup dalam hal ini tidak sekedar hidup, tetapi 

bagaimana anak bisa menjalani kehidupannya dengan nyaman, 

aman dan bahagia. 

Prinsip ini memastikan bahwa tiap anak akan terjamin 

kelangsungan hidupnya. Siapa pun tidak boleh merebut atau 

mengganggu hak anak. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu 

ditegakkan dalam pelaksanaan prinsip ini ialah memberi anak hak 

tumbuh dan berkembang, baik psikis maupun fisik. 

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the 

views of The Child) 

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara 

pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan 

sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara 

bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan 

tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan 

anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi 

kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam 

posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia 

pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, 

obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.  

 

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas 

hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya 

dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal 

yang mempengaruhi kehidupannya. Secara garis besar, prinsip ini 

menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Sehingga 

mereka tidak boleh dipandang dalam posisi lemah. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka upaya pemenuhan 

dan perlindungan hak anak memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak 

baik itu keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitar, sekolah, hingga negara. 
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Semua anak terlahir sebagai pembelajar yang ingin mengetahui dan mencoba 

banyak hal. Dimanapun anak berada, orang dewasa di sekitarnya punya peran 

penting untuk menciptakan ruang aman yang mendorong pemenuhan hak anak 

dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sekali lagi, berpijak pada 

kebutuhan anak. 

Prinsip perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendaptkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala 

aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip 

dasar anak. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa Prinsip 

umum perlindungan anak yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan 

terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia sudah berupaya 

secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum. 
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E. Jenis Perlindungan Hukum bagi Anak 

Anak memiliki hak asasinya tersendiri dari sejak dia dilahirkan, Salah 

satu hak anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan 

nilai-nilai agama dan kemanusiaan.
93

 Perlindungan yang dimaksud ialah hak 

yang melekat pada diri anak sejak awal ia lahir yang berlaku seumur hidup 

dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Konvensi hak anak 

menyebutkan ada 4 (empat) pokok yang dimiliki oleh seorang anak yang 

harus dilindungi yaitu hak untuk hidup (survival), hak berkembang 

(development), hak mendapat perlindungan (protection), dan hak 

berpartisipasi (participation).
94

 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan sutu kewajiban. 
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2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
95

 

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum 

pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya 

keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. 

Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran 

negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan 

penegakan hukum pidana dalam masyarakat.
96

 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan 

Hukum ada dua macam, yaitu : 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 
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yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh PengadilanUmum dan 

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan 

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan 

tujuan dari negara hukum.
97

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila berkaitan dengan anak korban 

perceraian,maka dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak 

pengadilan harus membuat keputusan yang berorientasi untuk kepentingan 

anak, bukan hanya kepentingan orang tua saja, agar hak-hak anak dapat terjadi 

serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 
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Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil 

dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa 

keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk 

menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus 

dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum 

(Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi 

sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus 

memperhatikan 4 unsur : 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  

2. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)
98

 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, 

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim 

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah 

diputuskan.
99

 

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, 

dan sosial.
100

 Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 
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dalam suatu masyarakat,dengan demikian perlindungan anak diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya 

disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 



 
 

 
 

BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN 

 

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk  

Peradilan Negara Pada Prinsipnya menerapkan dan menegakkan 

aturan hukum berdasarkan Pancasila dan tidak membeda-bedakan satu 

sama lain, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mengadili 

dan memutus perkara tingkat pertama dalam perkara baik Perceraian 

maupun mengenai hak Asuh anak.  

Perceraian yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga yang 

dalam hal ini perceraian cenderung menganut prinsip “harus adanya 

persaksian dan mempersukar terjadinya perceraian”. Prinsip ini telah 

menghilangkan hak mutlak suami atas perceraian. Hal ini dapat dilihat 

dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

tata cara perceraian dalam Pasal 14 menyatakan bahwa suami yang telah 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan 

istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal 

istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan 

istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan 

agar diadakan sidang untuk keperluan itu.  
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Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 

kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau 

menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat 

diminta upaya hukum banding dan kasasi. 

Perceraian yang terjadi antara suami istri tetap harus mempunyai 

alasan-alasan seperti yang diatur oleh undang-undang bahwa antara suami 

dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri apabila tetap 

menjalankan rumah tangga tersebut.
101

 

Adapun alasan terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara Cerai Gugat yaitu Isteri 

mengajukan permohonan Cerai terhadap Suaminya yang berbunyi sebagai 

berikut : 

a. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : SAKSI I dan SAKSI II serta 

tinggal bersama di Kec. Kemiling, Bandar Lampung; 

b. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan tersebut, 

hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak 

harmonis, namun Penggugat masih dapat menjaga keutuhan 

perkawinan tersebut; 
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c. Bahwa, selama perkawinan Penggugat telah melakukan kewajibanya 

sebagai seorang istri yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap 

suami dan anak anaknya; 

d. Bahwa, selama perkawinan Penggugat menjadi tulang punggung 

keluarga dengan bekerja sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk; 

e. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terutama 

menyangkut masalah ekonomi dan keluarga, selain itu juga Tergugat 

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dimana Penggugat 

harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri beserta anak-anaknya 

dan puncaknya terjadipada bulan Januari 2017 dimana Tergugat 

mengancam untuk memisahkan atau memutuskan hubungan antara 

anak-anaknya dengan ibunya; 

f. Bahwa, Tergugat mengancam akan memutuskan hubungan suami istri 

dengan Penggugat tanpa adanya proses perceraian resmi baik secara 

Agama maupun Hukum negara termasuk juga kejelasan terhadap 

setatus Penggugat sebagai istri; 

g. Bahwa, keadaan demikian adalah diantara alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, mengingat 

bahwa rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat tidak 

menunjukan adanya hubungan suami istri yang baik dan harmonis 
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sebagai mana layaknya kehidupan rumah tangga yang duamanakan 

oleh undang undang maupun Agama; 

Berdasarkan alasan-alasan dalam putusan Pengadilan Agama 

Tanjung Karang diatas, maka cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat selaku suami istri itu tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri. Hal ini sebagai mana dan diatur Pasal 39 ayat 

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 

Huruf (f) Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Perkawinan Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan : 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974; 

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”; 

 

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan : 

 

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah 

tangga; 

 

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta dalam Amar Putusan 

tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Agama kelas 

1A Tanjung karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat sebagai mana dimaksud dalam akta perkawinan 

No.273/08/VIII/06 putus karena perceraian.   
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Perceraian selain mengakibatkan putusnya hubungan suami istri namun 

juga akan mengakibatkan timbulnya perkara hak asuh (pemeliharaan) terhadap 

anak apabila pasangan tersebut ketika menikah telah dikaruniai anak. 

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai saat anak tersebut mampu 

berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh 

karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan 

mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan 

bahaya walaupun orangtua anak tersebut telah bercerai. para ulama 

menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Karena 

pada pinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk 

dilindungi atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang yang 

menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilakukan akan 

merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib 

menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat 

mencelakakannya. 

Hak hadhanah terhadap anak tidak selalu jatuh kepada ibu, Ayah pun 

mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak 

memenuhi kriteria untukmemberikan kepentingan anak. Karena dalam hal 

pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan 

anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa 

aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu 

diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak 
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demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang 

tuanya. 

Berdasarkan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, pemberian hak hadanah diutamakan kepada ibu kandung, setelah 

itu kerabat ibu barulah kepada ayah. Apabila dari beberapa golongan orang-

orang yang memilihi hak atas hadanah tersebut dianggap tidak mampu sebagai 

seorang pengasuh, barulah diberikan kepada kerabat dekat. Kerabat adalah 

orang yang memiliki hubungan mahram dengan si anak. 

Pegadilan Agama adalah lembaga peradilan yang memeriksa dan 

mengadili perkara hak asuh anak seperti dalam Putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang 

memberikan hak asuh anak kepada ayahnya padahal Kedua Anak tersebut 

belum Mumayiz (belum berusia 12 tahun), Anak Pertama lahir pada 01 Mei 

2007 yaitu berusia 10 tahun dan anak kedua lahir pada tanggal 08 Maret 2010 

yaitu berusia 7 tahun,  dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak 

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank 

BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang 

sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan 
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pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa 

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 

Menimbang : bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan 

keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya; 

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 4, T 5 dan T 6 sebagai 

bukti keberhasilan dan prestasi belajar kedua orang anak Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat 

Rekonvensi; 

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 7 terbukti Penggugat 

Rekonvensi sangat memperhatikan kegiatan kedua anaknya disekolah, oleh 

karena itu Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk mendidik dan 

memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan 

Tergugat Rekonvensi; 

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 8 berupa Surat 

Keterangan Nomor : 140/AI-TSO/TJK-RI/SK/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 

2017 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk Toyota Sales 

Operation Cabang Tanjungkarang terbukti Penggugat Rekonvensi sudah 



87 

 

 

 

bekerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan mempunyai 

penghasilan untuk menghidupi keluarganya sejak tanggal 01 Januari 2002 

sampai tanggal 01 Maret 2016; 

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 9 Penggugat Rekonvensi 

mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang even organizer, dekorasi dan 

dagang aneka balon untuk membiayai pendidikan kedua orang anak 

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 

Menimbang : bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menentapkan bahwa 

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 

1. ANAK KE I binti TERGUGAT. S; 

2. ANAK KE II bin TERGUGAT. S; 

Berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, 

meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat untuk berkunjung/menjenguk dan membantu, 

mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada 

anak-anaknya; 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat di 

pahami bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memberikan hak 

asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena Tergugat dianggap mampu untuk 

mendidik dan memperhatikan perkembangan kedua anaknya dengan baik. 



88 

 

 

 

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam permasalahan 

hadhanah ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah ketika seorang anak masih 

dibawah umur dan selama ibu belum menikah. Kompilasii Hukum Islam Pasal 

105 poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah 

hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta 

kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika 

menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia 

menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. 

Meskipun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menilai permasalahan hak asuh anak itu 

tidak harus selalu menentukan secara pasti dan jelas siapa pemegang hak 

tersebut. Yang terpenting adalah hak asuh itu dapat terlaksana dengan baik 

dan mempertimbangkan kebaikan bagi anak yang akan diasuh kedepannya. 

Adapun hakim dalam hal ini sebagai orang yang berperan penting dalam 

memutus perkara hak asuh anak dengan berbagai pertimbangannnya selama 

proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, baik Undang-Undang 

Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyerahkan 

penyelesaian sengketa hak asuh anak ini kepada pihak hakim dan pengadilan 

serta selanjutnya merekalah yang menetukan dan mengeksekusi. 

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hadanah tidak dapat 

terlepas dari pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu, dalam hal terjadi 

perceraian maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pengasuhan anak yang sudah 
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mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pengasuhannya dan mengenai biaya pengasuhan 

ditanggung oleh ayahnya. 

Seperti halnya juga manusia, anak-pun memiliki hak nya sendiri yakni 

hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindunga dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 

Seorang anak yang belum mumayyiz masih berhak atas pengasuhan 

kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai seperti dalam 

kasus diatas. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan 

anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan penguasaan anak maka 

pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun 

mengurangi hak-hak anak. Namun ketika ibu tidak mampu mengurus 

anaknya, misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-

obatan terlarang, dan lain-lain bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh 

kembang si anak, maka ayahnya lah yang lebih berhak atas permasalahan 

pemeliharaan dan pengasuhan yang seperti ini. 

Sesuai dengan rumusan dan makna undang-undang, bahwa dalam 

menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi 

kepentingan hukum anaknya.Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan 
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apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai 

jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak. 

Seperti halnya kasus/perkara pada Putusan Nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk diatas bahwa ibu lebih sibuk dengan pekerjaannya 

sehingga seringkali ibu meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan 

karena tentu hal tersebut dapat menelantarkan anak dan kurang memberikan 

perhatian terhadap anak-anaknya. Selain itu, anak merupakan makhluk sosial 

seperti layaknya orang dewasa yang membutuhkan orang lain (orang tua) 

untuk membantumengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan 

segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak 

mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. 

Jika dilihat berdasarkan hak asuh anak tersebut diatas diketahui bahwa 

penggugat pergi meninggalkan anak-anaktanpa pamit atau izin dengan suami 

dan tidak jelas apa permasalahannya sampaidengan sekarang. Anak-anak 

selama ini sangat dekat dengan Tergugat, sehingga demi kepentingan anak-

anak maka Tergugat diberikah hak asuh karena Tergugat sangat perhatian dan 

penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. 

Selain itu, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama 

dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkankegoncangan 

kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan 

anak demi kepntingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan 

tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak 

tersebut”. 
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Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama 

Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat 

(Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (Ibu) kandungnya. Karena 

dalam hal ini, ayah lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang 

terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada 

dalam asuhan ayahnya walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 

poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak belum mumayiz adalah hak ibunya 

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal 

mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung 

dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Ibu kandungnya, 

dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap 

anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat 

(1)dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia;. 

B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan nomor 

1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk  

Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusannya memeriksa dan 

mengadili perkara perdata Permohonan pencabutan hak asuh anak yang 

dimohonkan oleh ibu kandungnya terhadap Ayah Kandungnya dalam putusan 

nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yang dalam hal ini putusan tersebut adalah 
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runtutan dari putusan yang sebelumnya mengenai perkara cerai 

gugat/Konvensi Hak Asuh anak dalam putusan 0434/Pdt.G/2017/PA/Tnk.  

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam salinan putusan 

perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk tanggal 25 September 2017 Mejelis 

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A telah memutuskan yaitu 

“Menetapkan Hak Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat” diberikan 

Kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya, dan di dalam uraian salinan 

Putusan hal 42 Majelis menimbang “Menimbang, bahwa demi kepentingan 

anak–anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim 

menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi Berada di bawah 

hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun hak asuh anak 

berada di Termohon, Pemohon juga memiliki hak untuk berkunjung/ 

menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai 

seorang ibu kepada anak-anak”. 

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 

Tanjung Karang dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yaitu 

sebagai berikut : 

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 

1Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan 

kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban 

untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan 

anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya 

(Penggugat atau Tergugat); 
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Menimbang : bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa 

pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi 

Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam halterjadinya 

perceraian : 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz ataubelum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yangsudah 

Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atauibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

Menimbang: bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedua oranganak 

Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017 

ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya 

anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak 

terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena 

anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat); 

Menimbang : bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa 

selalu dihalangi dan tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk menemui anak-

anaknya, dan Tergugat menelantarkan dan tidak mampu mendidik anak-anak, 

akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya 

yang menyebutkan anak-anak dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan 

Penggugat, dan anak-anak terlantar pendidikannya, sedangkan Tergugat 

memperkuat dalil bantahannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi 

Tergugat yang menerangkan bahwa dari sejak terjadi perceraian Penggugat 

hanya datang menemui anaknya pada tahun 2017 dan 2018 dan setelah itu 
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tidak lagi datang dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan baru 

kemudian pada bulan April dan bulan Mei 2021 ini Penggugat mencoba untuk 

komunikasi dengan anak-anaknya dengan memberikan kado ulang tahun 

kepada anaknya yang bernama M. anak 2, meskipun itu hanya dititipkan oleh 

Penggugat melalui teman kerja Penggugat (Saksi ketiga bernama Inayah Nur 

Alam); 

Menimbang : bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan 

ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan 

Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak 

Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai 

ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya 

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang : bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) 

kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak 

untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan 

komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam halmenjenguk, 

mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjung karang tersebut diatas 

maka dapat di pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan yaitu 
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Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak kepada tergugat (Ayah) 

karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi kepentingan dan 

kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah kepada ayah 

kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya 

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian anak-anak 

Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari Tergugat 

(Ayah). 

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk Majelis 

Hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah). Pengadilan 

Agama Tanjung karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama 

pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan HakAsuh Anak dengan berbagai 

pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak 

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank 

BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang 

sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan 

pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa 

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. 
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Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan 

keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya. 

Menimbang: bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat 

Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menentapkan bahwa 

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah 

hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun anak-anak 

tersebut ditetapkan hak hadhahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 

Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat 

Konvensi untuk berkunjung/menjenguk dan membantu,mendidik serta 

mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. 

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Nomor 1141/Pdt.G/2021/ PA.Tnk terhadap Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/ 

PA.Tnk, hak asuh anak tetap diberikan kepada Tergugat (Ayah). Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang menilai bahwa Tergugat (Ayah) 

mampu mengasuh dan memelihara anak-ananknya dengan baik. 

Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Agama Tanjung 

karang yaitu berupa pemberian hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena 
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Tergugat (Ayah) dinilai selama ini mampu mengasuh, menjaga serta 

memelihara anak-anaknya dengan baik daripada Penggugat (Ibunya). Dengan 

demikian anak-anak akan merasa aman, nyaman serta dapat tumbuh dan 

berkembang dengan secara baik di bawah pengasuhan ayahnya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pernyataan kedua anak tersebut pada sidang tertanggal 30 

September 2021 sebagai saksi, dalam hal ini anak pertama lahir pada 01 Mei 

2007, dan anak kedua yang lahir pada tanggal 08 Maret 2010 yang lebih 

memilih tetap tinggal bersama ayahnya.     

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun 

hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung 

dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai 

ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih 

sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto 

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah 

perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak 

menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya 

seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak 

diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak 
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dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak 

yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani atau hak atas 

pembiayaan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, kebutuhan 

keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, 

kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan 

diri baik secara tertulis maupun secara lisan.  

Bahwa dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk 

tanggal 25 September 2017 Mejelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Kelas 1A telah memutuskan yaitu “Menetapkan Hak Pengasuhan Anak 

Penggugat dan Tergugat” diberikan Kepada Tergugat sebagai Bapak 

kandungnya, dan di dalam uraian salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang 

“Menimbang, bahwa demi kepentingan anak–anak Penggugat Rekonvensi dan 

TergugatRekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat 

Rekonvensi Berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat 

Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon juga 

memiliki hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta 

mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak”. 

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 

yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 41  bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua 

orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk 

memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, 
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bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat 

atau Tergugat); 

Penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam 

Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : 1). pemeliharaan anak 

yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). 

Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 

Berdasarkan fakta di persidangan, kedua orang anak Penggugat dengan 

Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017 ditetapkan kepada 

Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya anak-anak dalam 

keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak terbukti Tergugat 

menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena anak-anak sendiri 

yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat) hal tersebut 

membuktikan bahwa selama ini anak-anak telah dirawat dengan baik oleh 

Ayahnya.  

Dalam persidangan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan 

ditolak, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Majelis Hakim tetap 

menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap 

berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana 

telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat 

dengan Tergugat. 
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Bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat 

(Ayah), namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap 

bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan 

Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta 

mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut diatas 

maka Peneliti pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh 

lembaga peradilan dimana Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak 

kepada tergugat (Ayah) karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi 

kepentingan dan kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah 

kepada ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak 

terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian 

anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari 

Tergugat (Ayah). 

Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama 

Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak tetap jatuh kepada 

Tergugat (Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (Ibu) kandungnya. 

Karena selama ini ayah dinilai lebih mampu untuk mengurus kedua anak 
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tersebut, dan berdasarkan pernyataan anak yang juga turut mengemukakan hak 

berpendapatnya dengan dijadikan saksi oleh majelis hakim yang dalam hal ini 

selama anak dirawat oleh ayahnya  anak merasa lebih aman dan nyaman 

berada dalam asuhan ayahnya.  

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa 

Tidak selamanya hak hadhanah anak yang belum mumayiz itu jatuh kepada 

ibu, ayah pun berhak dan mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-

syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan 

anak dan sebagainya. seperti dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk 

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memberikan perlindungan hukum 

yaitu dengan memberikan Hak asuh anak yang belum mumayiz kepada 

Ayahnya dikarenkan Ibu anak tersebut dirasa tidak mampu mengurus dan 

memperhatikan tumbuh kembang anak dikarenakan sibuk dengan 

pekerjaanya.   

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk tentang 

permohonan pencabutan hak asuh anak,  Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Tanjung Karang memberikan Perlindungan hukum yaitu tetap memberikan 

hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan mengedepankan 

kepentingan terbaik bagi anak, karena Tergugat (Ayah) dalam hal ini setelah 

putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang berkekuatan hukum tetap 

mampu memelihara dan merawat (Jasmani dan Rohani) anak dengan baik 

pasca terjadinya perceraian. 

 

 



103 

 

 

 

B. Saran 

      Hakim dalam memberikan putusan perkara hak asuh anak harus hati-

hati dan cermat. Hakim harus benar-benar memperhatikan kepentingan 

terbaik untuk anak agar anak mampu tumbuh dan berkembang jasmani 

maupun rohaninya secara baik. 
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